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ABSTRAK

Untuk menyelesaikan kasus/sengketa lingkungan hidup telah diatur instrumen
penyelesaiannya dalam Undang Undang Nemor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup yaitu melalui penyelesaian penegakan hukum administrasi, perdata
,penyelesaian diluar pengadilan dan pidana. Berkaitan dengan kasus pencemaran di
Kabupaten Karanganyar yang diproses oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah
dan bagaimana pelaksanaan proses penegakan hukum pidana lingkungan hidup
pada kasus pelanggaran baku mutu dan penerapan hukum asas subsidiaritas dalam
tindak pidana lingkungan hidup pada kasus pencemaran. Untuk menjawab
permasalahan tersebut metode yang digunakandalam penelitian ini adalah bersifat
diskriptif analitis,dengansampel satu industri yang memperoleh surat penghentian
penyidikan (SP3), satu sampel industri yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap,satu sampel yang masih kasasi MA. Dari penelitian ini diharapkan memperoleh
gambaran kajian asas subsidiaritas daiam penegakan hukum tindak pidana
lingkungan hidup dan analisis terhadan penyelidikan dan penyidikan kasus
pencemaran lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Penyidik, penuntut umum dan hakim
sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum pidana, pledoi para terdakwa melalui kuasa
hukumnya yang disampaikan tidak mengandung argumentasi yang mencerminkan
penguasaan materi hukum lingkungan hidup. 2). Putusan Hakim menciptakan delik
melanggar baku mutu air limbah tanpa hukum yang konkret, melanggar asas
subsidiaritas, tidak sesuai dengan pasal 183 ,Pasal 103 KUHAP,Peraturan
pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Perda
Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah. _

Rekomendasi yang diusulkan 1) Diperlukan mandat penguatan penegakan
hukum lingkungan hidup meliputi : a). Strategi Enforcement satu atap yaitu
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah , Penyidik (gabungan polisi dan PPNS-
LH) dan Jaksa Khusus;b). Pemberdayaan peradilan melalui pilihan model. Hakim
bersertipikat (Certified Judges) dengan Surat edaran Makamah Agung/Keputusan
Makamah Agung;c). Pemerintah perlu menyusun rencana strategis pengembangan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia( SDM) Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipii Lingkungan Hidup, Polisi, Jaksa dan
Hakim dalam peradilan khusus lingkungan hidup;d). Melalui Surat Edaran Makamah
Agung RI perlu Pembentukan Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara Lingkungan
Hidup yang terdiri dari 3-5 orang dan Hakim Adhoc dari pakar hukum lingkungan
hidup;e). Dalam bentuk Undang Undang periu diatur Pembentukan kamar kamar
peradilan khusus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri/P.TUN di daerah rawan
kasus lingkungan hidup;f). Perlu regulasi pengawasan yang selama ini ada duplikasi
kewenangan pengawasan antar sektor yang mengakibatkan pengawasan menjadi
kurang efektif. 2)Bagi masyarakat meliputi : a). Diperlukan pendidikan hukum
melalui program penyuluhan hukum terpadu antar Sektor terkait;b). Pemberdayaan
masyarakat disekitar dampak industri melalui pembentukan kelompok Sistem
Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) sebagai pos terdepan untuk komunikasi
antar warga sekitar dampak dengan industri dan berfungsi sebagai polisinya
lingkungan hidup.3) Bagi Pengusaha meliputi :a). Perlu adanya sosialisasi terhadap
peraturan hukum lingkungan hidup dengan dunia usaha terkait dengan penaatan
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;b). Perlu
komitmen dunia usaha dalam mengelola lingkungan hidup dalam wujud dan kegiatan
yang nyata.

Kata Kunci : Asas Subsidiaritas, Penegzkan Hukum Pidana Lingkungan Hidup.



ABSTRACTION

To finished environmental case there have been arranged about the solution
instrument in Undang Undang Momor 23 Tahun 1997 about Environmental
management that is through solution of straightening of administration law, civil ,
external solution of crime and justice. Relate to the contamination case in Kabupaten
Karanganyar which processed by central java police region investigator and how is
execution of process of straightening of environment criminal law at standard
collision case of quality and applying of ground law subsidiaritas in environment
doing an injustice at contamination case. To answer the problems of the method
used in this research is having the character of diskriptif analitis, by using one
sample industry obtaining the letter stop of investigation ( SP3), one sample industry
which have obtained the remain legal force , one sample indusrty which still under
appelate court. From this research is expected obtain;get the ground study picture
subsidiaritas in straightening of environment doing an injustice law and analysis to
investigation and investigation of casa contamination of environment.

Research result indicate that :1) Investigator, publik prosecutor and judge is
is very influenced by idea of criminal law, plea defendants through his law power
which submitted is not containing the argument express domination of items punish
the environment. 2). The judge decision create to glare at to impinge standardly
quality irrigate the waste without the law iconkret, impinge the ground subsidiaritas,
disagree with section of 183, Section of 103 KUHAP,governmental rules number 20
Tahun 1990 about Pengendalian Pencemaran Air and central java region rules
number 10 Tahun 2004 abaut Baku Mutu Air Limbah.

proposed recommendation 1) Needed the reinforcement mandate of
straightening of environment law cover : a). One roof enforcement strategy that is
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah , Penyidik ( police aliance and PPNS-
LH) and special atorney;b). Enableness of jurisdiction with certified judges model
choise ( Certified Judges) using appelate court letter circulation/appelate court
decision;c). Government require to  compile the strategic plan of institute
development and Human resource( SDM) Functionary Pengawas Lingkungan Hidup,
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, police, atorney and judge
in special jurisdiction of environment ;d). ThroughR| appelate court handbill require
to forming Majelis Hakim in environment:)l case conference which consist of 3-5
people and Hakim Adhoc who expert on environmental law e). in the form of
Undang Undang needed to arrange special jurisdiction room forming;chamber
room,chamber of environment in District court/P.TUN in region which gristle
environmental case;f). Require to regulasi observation which during the time is
duplication authirity observation between the sector result the observation become
less effective. 2)for society cover : a). Is needed the education of law through
counselling program of inwrought law between related Sektor ;b). Enableness of
society around industry impact through forming of group Sistem Pengawasan
Masyarakat ( SISWASMAS) as outpost for communications between surounding
citizen affect with industry and can be function as police of environment rule.3) For
Pengusaha cover :a). Require to the existence of socialization to regulation of
environment law with corporate world related to obedientness to law and regulation
in environmental area ;b). Require to kemitmen corporate world in managing the
environment in real activity and form.

Keyword : Subsidiaritas, straightening of environment doing an injustice law
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